ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PANITIA TENDER DALAM KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT by Prabawa, Andryan Dwi
i 
 
ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PANITIA TENDER DALAM KASUS 
PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN 
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT 
 
 
Penulisan Hukum (Skripsi) 
 
Disusun dan Diajukan untuk 
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum 
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
Oleh 
Andryan Dwi Prabawa 
NIM. E0014026 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 
2018 
 
 
 
 
ii 
 
 
iii 
 
 
iv 
 
SURAT PERNYATAAN 
 
Nama  : Andryan Dwi Prabawa 
NIM  : E0014026 
 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : 
ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PANITIA TENDER DALAM KASUS 
PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK 
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT adalah betul-betul 
karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini 
diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari 
terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik 
berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari 
penulisan hukum (skripsi) ini. 
 
 
 Surakarta, 28 Maret 2018 
                                                                                    Yang Membuat Pernyataan, 
 
Andryan Dwi Prabawa 
                                                                                       NIM. E0014026 
 
 
 
 
v 
 
ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan hukum panitia tender dan 
penegakan hukum terhadap panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di 
Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap peraturan 
yang berkaitan dengan Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Jenis data yang digunakan 
berupa data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berdasarkan 
studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan melaksanakan penafsiran hukum 
secara sistematis. Adapun hasil kajian yaitu kedudukan hukum panitia tender dalam 
kasus persekongkolan tender di Indonesia menurut unsur yang terkandung dalam Pasal 
22 UU Persaingan Usaha dikategorikan sebagai unsur pihak lain secara vertikal. 
Penegakan hukum terhadap panitia tender tidak dapat dilaksanakan oleh KPPU karena 
terbatasnya kewenangan KPPU dalam penegakan hukum terhadap panitia tender. 
 
Kata Kunci: Persaingan Usaha; Persekongkolan Tender; Panitia Tender 
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine about status tender committe and law enforcement on the 
tender committe in the case of bid rigging in Indonesia. The research methods is 
normative prescriptive law with the legislation (statue approach) to the regulations 
relating to The Article 22 of The Act Business Competition. The kind of data which was 
used was secondary data which was obtained by using literature review data collecting 
technique, the next was analyzed by doing law interpretation systematically . The 
results of the study,  the status tender committe in bid rigging cases in Indonesia 
according to the elements of The Article 22 of The Act Business Competition is 
categorized as the other parties elements vertically. Law enforcement on the tender 
committee can not be implemented by KPPU because the limited authority of KPPU in 
enforcing the law against the tender committee. 
 
Keyword: Business Competition; Bid Rigging; Tender Committee 
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MOTTO 
 
 
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not 
to stop questioning. (Albert Einstein) 
 
 
There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass through 
the valley of the shadow of death. Again and again before we reach the mountain top 
of our desires.  (Nelson Mandela) 
 
 
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Mahatma 
Gandhi) 
 
 
It often requires more courage to dare to do right than to fear to do wrong. (Abraham 
Lincoln) 
 
 
Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh 
manusia ialah menundukan diri sendiri. (R.A Kartini) 
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